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PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/MS.Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1113084804880002, tempat dan tanggal lahir Ramung, 08
April 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendBlangkejerenkan
terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXX
XXXXX, XXXXXXX XXXXXK XXXXKK, XXXXXKKKK XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXX XXXX. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1113080107860034, tempat dan tanggal lahir Titi Pasir, 01
Juli 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendBlangkejerenkan
terakhir SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN GAYO
LUES. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor
34/Pdt.G/2024/MS.BKj, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren, sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/15/VI11/2007, tanggal 11 Juli 2007;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat yang berada di XXXXX XXX XXXXX, XXXXXXX
XXXXXX XXXXXK, XXXXRXKKKK XXXXX XKKKKXK, XXXXXXXXX XXXX XXXX selama 4
(empat) tahun, kemudian pindah ke Dusun Pengkala, Kampung Kota
Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, XXXXXxXxxXx XxxX xxxx selamal
(satu) tahun, selanjutnya pindah ke Kampung Aih Sejuk, Kecamatan
Blangkejeren, Xxxxxxxxx Xxxx xxxx selama 5 (lima) tahun, terakhir pindah
ke xxxxxxx xxxx, Kecamatan Blangkejeren, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx selama 2
(dua) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir dan sudah di
karuniai 2 (dua) anak yang bernama:
2.1 NAMA ANAK1, tempat dan tanggal lahir Ramung Musara
03 Juli 2008;
2.2. NAMA ANAK2, tempat dan tanggal lahir Ramung Musara
17Juli 2014;
Saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak 7 Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis disebabkan karena :
3.1. Pada 07 Juli 2023 Tergugat memberikan surat talak
kepada perangkat XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXXX tanpa memberikan penjelesan dan alasan
kepada Penggugat. Dalam surat talak tersebut Tergugat
menyebutkan tidak sanggup lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat;
3.2. Tergugat setelah memberikan surat telak kepada
Penggugat, telah 2 (dua) kali menikah dengan wanita lain (wanita
yang berbeda) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama + 10
(sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami dan istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya;
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6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan
oleh keluarga serta perangkat kampung namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren c/q Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
telah memanggil Tergugat pada tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 13 Juni 2024
untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Sur
at

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor. 1113084804880002 atas

nama Jumani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil XXxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 24 Desember 2013,Bukti
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surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf

Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Blangkejeren xXxXXxXXxx

XXXX XxxX Provinsi Aceh, Nomor 183/15/VI1/2007 Tanggal 11 Juli 2007.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan

paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Sa
ksi

1. Nama SAKSI 1, wumur 35 tahun, agama Islam,

pendBlangkejerenkan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB.

GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di berbagai tempat, terakhir mereka tinggal di XXXXXXX XXXX,
Kecamatan Blangkejeren;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sekarang sudah tidak
rukun lagi;

- Bahwa karena saksi melihat keduanya sudah tidak tinggal satu
rumah lagi dan saksi mendengar kabar dari masyarakat luas,
bahwa suaminya tersebut sudah menikah lagi dua kali dengan
orang Pepir dan orang Kutacane;

- Bahwa Semua orang kampung sudah mengetahui bahwa Tergugat
sudah menikah lagi dengan wanita lain, maka dari itu Penggugat
pun merasa sudah tidak ada yang bisa dipertahankan dari
pernikahannya;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli 2023 yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pengulu setempat, namun tidak
berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

2. Nama SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam,

pendBlangkejerenkan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.

GAYO LUES, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di berbagai tempat, terakhir mereka tinggal di XXXXXXX XXXX,
Kecamatan Blangkejeren;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga mereka sekarang sudah tidak
rukun lagi;

- Bahwa kebetulan rumah saksi dekat dengan rumah mereka, jadi
saksi bisa lihat Tergugat saat ini sudah tidak pulang lagi ke rumah
kediaman bersama dan memang setahu saksi suaminya tersebut
sudah menikah lagi dengan wanita lain, kabarnya dia sudah
menikah dua kali;

- Bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Tergugat sudah

menikah lagi dengan wanita lain, maka dari itu Penggugat pun
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merasa sudah tidak ada yang bisa dipertahankan dari
pernikahannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Juli 2023 yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah
tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pengulu setempat, namun tidak
berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tecatat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor  34/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 17 Mei 2024 dan nomor
34/Pdt.G/2024/MS.Bkj, tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan
diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara
yurBlangkejerens formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk
mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya
di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam
Kitab Ahkamul Qur’an Il : 405 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat
Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

Y Al 535 S Bl5 pReliuall 083 8o S I G55 82

f A fs_;

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim
Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih hujjah
syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil
alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

aindl wils Lle aud ol loy ol jjmir jjm 0ls
Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti”;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini
berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

HIm 7 dari 19 him — Putusan No. 34/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terlebih
dahulu memenuhi syarat formal telah pisah rumah paling singkat 6 (enam)
bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga telah memenuhi beberapa
unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran
tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3)
Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya
melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan. Disamping itu dalam hukum lIslam pernikahan bukanlah sebagai
ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai mitsagan gholidhon (ikatan yang
kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan
yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada
istilah kesepekatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28
Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara
perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya
kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten
langen). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena
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alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu
mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat
dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk
membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal
283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-2 dan telah menghadirkan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-2) tersebut
merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-
nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-2) tersebut sah
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 dan P-2) tersebut merupakan
akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai
kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah
memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah
mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya
hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-
saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa
mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172
ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti,
akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan alat

bukti lainnya;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat,
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas
nama Jumani (Penggugat), menunjukan bahwa Penggugat merupakan
penduduk XXXXXXXXX XXXX XXXX;
2. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat (P-2) berupa kutipan akta nikah dapat
dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat
perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2007;
3. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan pengakuan
Tergugat, selama menjalani pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4, Ba
hwa berdasarakan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan
Tergugat sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
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5. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah
pisah sejak bulan Juli 2023;

6. Ba
hwa keluarga bahkan aparat gampong setempat, telah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat
telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan
perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat
memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat
sebagai isteri berpenduduk dan bedomisili di XXXXXXXXX XXXX XXxX, maka
berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar’iyah
Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti
bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya
suami isteri (ba'da dukhul). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih
lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim berpendapat bahwa perceraian
merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan
pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan
terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah
membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali
apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal
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19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Disamping itu, dalam rangka memperketat perceraian,
Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023,
pada Rumusan Kamar Agama huruf C.1 yang menegaskan bahwa untuk
dikabulkannya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus harus terbukti antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Penggugat / Tergugat melakukan Kekeerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa
alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian
sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku ? serta apakah gugatan Penggugat tersebut
telah memenuhi syarat formil sebagaimana maskud Surat Edaran Mahkamah
Agung nomor 3 Tahun 2023?

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan
adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f)
Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi dari
Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, antara keduanya sering sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran, adapun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim dapat
menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

dikarenakan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari
adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak bulan Juli 2023, dan selama pisah
tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang
baik sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan bahwa
Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing
layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum
perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat
kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal
agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali
apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim
menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori
cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan bahwa permasalahan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada
i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalah rumah
tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut
tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan
permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur
rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri,
oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk
penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar
suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga
bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa
dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi
yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri
tersebut;
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim
telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat
supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat
tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut
menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga
dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan
apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat
dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah
satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan
pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit
untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga
kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (break down marriage)
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak
hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup
untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah
tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu
pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka
hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua
belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal
tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab
Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh

Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

ozl sl Oolaai gu> 3Mall pllas pdwdl Lzl 28,

closdl il Jl pas cuzs tloo ¥y wlhoai Lud gt 22 ol

.1_>|uJ.§« p.i.z._v_(ﬂ oLonJJ).o.LwWQy CSJ)-?.—;L')"E’JS—‘O
allagll zg, ol plls lang 2nioll Hzdl Guzg il

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan
perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa
menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan
kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari
kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yang
berbunyi sebagai berikut:

dlooll il Gl paie xwliall 5,0

Artinya: Menolak  kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
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rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan
Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik
bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk
dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, maka berarti
hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang tertera dalam Rumusan Hukum
Kamar Agama pada poin 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan
bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6
(enam) bulan kecuali ditemukan fakta Penggugat / Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan
adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha
perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim
sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil
(telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat nomor dua,
maka dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri
ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di
atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara
Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah,
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli
Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid I, halaman
248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang
menyatakan sebagai berikut:

oLSs 2ol whiclyl a>g )l din volall sa) bolgss e 1318
of wuolaljxes Laglliol oy 6 iusll plgs azo $lay loo 13YI
aisl asll Leall Lagin Mol

Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan
keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami,
sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa
didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Figih
Sunnah Il hal. 248.”);

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai isteri dalam
pernikahannya tersbeut ba'da dukhul, maka setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap, bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga
kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) sebagaimana maksud Pasal
153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu
tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

menikah dengan pria lain, (vide Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1.
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada
hari Selasa, 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445
Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.l., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Seri Bunge, S.H.l sebagai Panitera Sidang

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

HIm 18 dari 19 him — Putusan No. 34/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahayu Syam, S.H.l., M.S.I.

Panitera Sidang,

Seri Bunge, S.H.I
Rincian Biaya perkara:
1. PNBP
a. Pe : Rp. 30.000,00
ndaftaran : Rp. 20.000,00
b. Pa : Rp. 10.000,00
nggilan Pertama
C. Re

daksi
2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 570.000,00
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